
WALIKOTA DEPOK, 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012, Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD; 

b. bahwa rancangan Peraturan Walikota sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penyempumaan 
sesuai dengan Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor : 
903/Kep.12 l 9-Keu/2012 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 
NOMOR 33 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHON ANGGARAN 2012 

;f) tt~.r· 
..:... - ' .~ 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

Mengingat 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang­ 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara; 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 32); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Neg~a 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 



7 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4575); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 



8 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4588); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

,.. 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dasen, Tunjangan Khusus 
Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5016); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
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41. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

42. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

43. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

44. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana 
Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2012; 

45. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga 
Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07 /2009 
tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus 
Tahun Anggaran 2010; 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07 /2010 
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Tahun Anggaran 2011; 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07 /2011 
tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan pada APBN Tahun 
Anggaran 2011; 

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07 /2011 

tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, 2008 

dan 2009 yang dialokasikan pada APBN 
Tahun Anggaran 2011; 

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07 /2011 

tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, 

2007 dan 2008 yang dialokasikan pada APBN 
Tahun Anggaran 2011; 

57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07 /2011 

tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan 

pada APBN Tahun Anggaran 2011; 

58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07 /2011 
tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Tahun Anggaran 2011; 

59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 /PMK.07/2011 

tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus (OAK) 

Tahun Anggaran 2012; 
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2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis 
Jaminan Persalinan; 

62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07 /2012 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Transfer ke Daerah; 

63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07 /2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi 

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012; 

64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2012 

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan 

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 

Anggaran 2012; 

65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07 /2012 

tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Tahun Anggaran 2012; 

66. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen 

Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

Nomor Kesehatan Menteri 61. Peraturan 

1097 /Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis 
Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas; 

Nomor Kesehatan Menteri 60. Peraturan 
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' 73. Peraturan Daerah Kata Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Keuangan W alikota dan W akil W alikota 
(Lembaran Daerah Kata Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

67. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan 
Bahan Bakar Minyak; 

68. Keputusan Direktorat Jenderal Upaya Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.05/I/431/2012 

tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di 

Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2012; 

69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

70. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

71. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/KEP.329- 

0TDAKSM/2012 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan 

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor 

Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011; 
72. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.1219- 

Keu/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan 
Peraturan Walikata Depok tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
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74. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

75. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08); 

76. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor O 1 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01); 

77. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

78. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 

79. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11); 

80. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12); 
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81. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Depok Kepada 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 13); 

82. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 
Nomor 10); 

83. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 11); 

84. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2011 Nomor 13); 

85. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 
Nomor 21); 

86. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan 
Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01); 

,... 
\ 
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b.Bertambah/ 
(Berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.551.476.546.590,97 

Rp. 1.323.024.653.895,47 

Rp. 228.451.892.695,50 
a. Semula 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHON ANGGARAN 2012; 

Pasal 1 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah 
Rp.1.551.869.451.101,47 bertambah/(berkurang) sejumlah 
Rp.310.853.069.215,08 sehingga menjadi 
Rp.1.862. 722.520.316,55 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

87. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 13}; 

88. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14}; 
89. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2012 Nomor 15); 

Menetapkan 
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Jumlah Pembiayaan Neto 
1) Semula Rp.228.844.797.206,00 

2) Bertambah/ Rp. 73.865.398.719.58 

(berkurang) 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah 
perubahan Rp. 302.710.195.925,58 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 
Rp. 0,00. 

Rp. 8.535.777.800,00 
setelah Pengeluaran Jumlah 

perubahan 

Rp. 8.535.777.800.00 2) Bertambah 

I (berkurang) 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 

1) Semula Rp. 228.844.797.206 

2) Bertambah Rp. 82.401.176.519 

I (berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 311.245.973. 725,58 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

Rp.1.854.186.742.516,55 

(Rp. 302. 710.195. 925,58) Surplus/ (Defisit) setelah perubahan 

Rp. 1.551.869.451.101,47 

Rp. 302.317.291.415.58 b. Bertambah/ 

(Berkurang) 

Jumlah Belanja setelah perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 
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BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR J3 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 12 Oktober 2012 

SEKRETARIS AERAH KOTA DEPOK, 

MUDI ISMA'I'1'1" 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 12 Okt ob er 2 012 

~. WALIKOTA DEPf~ 

Pasal 4 
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Depok. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 2 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
Peraturan W alikota ini. 


